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PEMERINTAH KOTA BOGOR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jln. Siliwangi No. 121 Bogor 16142 Telp. (0251) B324LLL Fax. 8321575
e-mail : pdam.pel@pdamkotabogor.go.id web : wwrar.pdamkotabogor.go.id

PER^'ANJIAIT I(ER^'A SAUA

AITTARA

PIRT'IIDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

DENGAN

I1ORTTM KOUI,IYIITASI PEI,AII(X}AIT AIR lIffTIU PERUSAHAAI| T'UUM
DATRATI (PERrrlrDAl TrRTA pAr(UAil rOTA BOGOR

TEIYTANG

"EilGEIOI"AAI{ 
TORITM KOMInUKASI PELAIIGGAn AIR UIITUM

PERUSAHAAI{ I,UUU DAERATT (PERUMDAI fiRTA PAKUAN K(}rA BOGOR

IfoMOR: 69OISP. 34 -PERITIIDA .DPKB I 2O2O

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari ini Selasa , tanggal Empat bulan
Agustus tahun dua ribu dua puluh (O,4- 08 * 2O2O), oleh dan antara pihak-
pihak sebagai berikut:

1. PERIIMDA TIRTA PAI(IIAII :
KOTA BOGOR

2. FORI'![ KOMUNII(ASI :
PELITNGGAIT AIR UIIIUM
PERUSAIIAAIT I'UUM
tPrRrruDA) DATRATI
TIRTA PAI(UAIS K TA
BO(X)R

PIIIAK PERTAtrIA dan
disebut PARA PIIIAIL

Berkedudukan di Jalan Siliwangi No.
121 Bogor, dalam hal ini diwakili oleh
H. DEIYI SIIRYA SENJAYA selaku
Direlrhrr Utama Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Pakuan Kota Bogor
berdasarkan Surat Keputusan Walikota
Bogor Nomor 539.45-275 Tahun 2076
bertindak untuk dan atas nama PDAM
Tirta Pakuan Kota Bogor, selanjutnya
disebut "PIIIAI( PERTAUA'.

Berkedudukan di Jalan Pandawa Raya
Ruko No. 22 Kelurahan Bantarjati
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor,
dalam hal irri diwakili oleh II. IX)DY
ROSADI, M.Eng selaku Ketua,
bertindak untuk dan atas narna Forum
Komunikasi Pelanggan Air Minum
Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA)
Tirta Pakuan Kota Bogor selanjutnya
disebut PIHAK IIEDUA,

PIHAK IIEDUA secara bersama-sama selanjutnya
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PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa PIIIAI( PERTAMA adalah Perusahaan Daeratr yang memproduksi,
menjual dan mendistribusikan air minum/air bersih kepada Pelanggan di
wilayah Kota Bogor dan sekitarnya.

2. bahwa PIIIAII I{EDUA adalah forum yang dibentuk oleh pelanggan Perumda
Tirta Pakuan Kota Bogor yang diakui sah oleh Direkhrr Utama Perumda
Tirta Pakuan Kota Bogor yang bertujuan untuk mendukung perwujudan
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan suasana dan kondisi
transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan pelayanan air
minum yang berkualitas baik dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 104
dihadapan Notaris Pengganti ADINA PRIHATMINI, SH pada tanggal 23 Juni
20L4.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atad, PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Forum Komunikasi
pelanggan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor
(selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:

Pasal I

LIITGKI'P PER.IANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendukung perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan
suasana dan kondisi trasparan, akuntabel dan demokratis dalam
penyelenggaraan air minum yang berkualitas baik.

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat pelanggan PIIIATI
PERTAMA dalam program air untuk kehidupan.

3. Mitra dan mediator antara Pemerintah Kota Bogor, Perumda Tirta Pakuan
Kota Bogor dan/atau anggota pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

4. Memberikan saran dan masukan dalam penentuan dan pelaksanaan
kebijakan pemerintah dalam hal air minum.

5. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen antara PIIIAK PERTAIIA
dan pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan yang bermutu.

6. Mendorong pelanggan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan mayarakat
umum untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan jaringan PIIIAK PERTAMA
guna meningkatkan mutu dan pemerataan jaringan PIHAII PERTAMA.
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Pasal 2

SUSUNAN KEAITGGOTAAN

L. Susunan keanggotaan forum komunikasi pelanggan PIIIAK KEDUA disusun
berdasarkan profesionalisme, akuntabilitas dan demokratis.

2. Susunan keanggotaan PIIIAII I(SDUA sebagai berikut :

a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bidang Hukum
d. Bidang Kajian
e. Bidang Humas

H. Dody Rosadi, M.Eng.
Sri Widomurtyawati,SE
Nano Supriyatno,.SH
Ir. Hari Harsono, MM
Suryo Asianto

Hasal 3

ITAK DAN KDWA"'IBAIT PARA PTIIAI(

(U HaK PIHAK PERTAMA:
a. Mendapatkan masukan dan saran membangun yang diberikan PIIIAII

KTDUA dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan;
b. Berhak memperoleh bantuan PIHAK KEITUA berupa upaya mediasi

apabila terjadi perselisihan dengan pelanggan sehubungan dengan
pelayanan PIIIAI( PERTAUA;

c. Memperoleh laporan secara terhrlis pada setiap bulan sehubungan
dengan kegiatan yang dilaksanakan PIIIAK XEDUA;

l2l Kew4jiban PIIIAK PERTAMA :

a. Memberikan informasi kegiatan secara komprehensif berkaitan dengan
pelayanan pelanggan kepada PII{AK KIBDUA;

b. Mengundang PIIIAK KEDUA dalam kegiatan yang dilaksanakan PIIIAK
PERTAUA berkaitan dengan pelanggan;

c. Memberikan bantuan dana operasional penunjang kegiatan kepada
PIIIAK I(EDUA sesuai kesepakatan yang diatur dalam Pasal tersendiri
dalam Perjanjian ini.

(3) Hak PIIIAK KFjDUA:
a. Memberikan informasi kegiatan secara komrehensif berkaitan dengan

pelayanan pelanggan kepada PIHAI( I{EDUA;
b. Mengikutsertakan PIIIAI( KEDUA dalam kegiatan yang dilaksanakan

oleh PIIIAII PERIAil.A berkaitan dengan pelayanan pelanggan;
c. Mendapatkan bantuan dana operasional penunjang kegiatan dari PIIIAI(

PERTA.MA sesuai kesepakatan yang diatur dalam Pasal tersendiri dalam
Perjanjian ini.
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{41 Kewqjiban PIIIAII KEDUA :

a. PIIIAK KEDUA berkewqjiban memberikan masukan dan saran
membangun kepada PIHAI( PERTAIIIA dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan.

b. Berkewajiban memberikan bantuan kepada PIHAK PERTAIIA berupa
upaya mediasi apabila terjadi perselisihan dengan pelanggan
sehubungan dengan pelayanan PIHAI( PERTAIIA;

c. Berkewajiban mewadahi dan menyalurkan aspirasi pelanggan
sehubungan dengan pelayanan kepada PIIIAII PERTAMA;

d. Memberikan laporan secara tertulis pada setiap bulan sehubungan
dengan kegiatan yang dilaksanakan PIIIAK KEDUA kepada PIIIAI(
PERTAUA.

, Pasal4

JAITGKA WAKTU PTR.'AI{JHN

(U Jangka waktu dalam perjanjian ini adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung
sejak tanggal O4 Agustus 202O sampai dengan O4 Agustus 2O23.

{2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini, maka
pihak yang bersangkutan harus mengqiukan permohonan secara tertulis
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berkahir,
dan Pihak yang menerima pemberitahuan tertulis tersebut wajib untuk
memberikan jawaban paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
diterimanya surat pemberitahuan dari Pihak lain.

Pasal 5

BAilTUAN DAITA OPERASIOITAL KEGIATAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIIIAN I{EDUA bantuan dana
operasioanal kegiatan sebesar Rp. 1O.OOO.OOO,- (sepuluh juta rupiah) per
bulan;

(2) Bantuan dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (L)
diberikan oleh PIIIAK PERTAMA berdasarkan pengajuan PIHAI( KEDUA.
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Pasal 6

PE,ITGAI(IIIRAN PER"'AITJIAN

Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak kecuali terdapat
adanya kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan
Perjanjian ini.

Untuk mengakleiri perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk
mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

(3) Pengakhiran Perjanjian sebagaiaman dimaksudpada Pasal ini tidak
menghapuskan tanggung jawab PARA PIHAK untuk menyelesaikan sisa
kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini paling lambat
14 (empat belas) hari sejak berakhirnya Perjanjian.

*o** 
".trIORCE frA^'ETTRD

l.Tiada satu Pihak pun dalam Perjanjian yang dapat dimintakan
pertanggungiawabannya dalam hal terjadinya kelalaian, kesalahan serta
tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, bilamana
kelalaian, kesalahan serta tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut
disebabkan oleh keadaan Force Majeure seperti huru-hara, perang, dan
bencanaalam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, taufan,
banjir serta kebakaran, epidemic, pemogokan umum (skala nasional),
pemberontakan, sabotase, serta perubahan kondisi dan situasi hukum yang
berakibat langsung pada Perjanjian itri (cPorce M$eure').

2. Dalam hal terjadinya Foroe Majeure, Pihak yang terkena Fore Majeure
berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang
lainnya selambat-lambatnya L4 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Force
Majeure tersebut.

3. Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat
d{jadikan dasar perpanjangan wakfu pelaksanaan kewajiban oleh Pihak yang
mengalami Force Majeure dan karenanya membebaskan Pihak yang
mengalami Fore Majeure tersebut dari sanksi keterlambatan dalam
melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.

4. Semua kerugian dan biaya yang harus ditanggung akibat terjadinya sebab
Force Majeure tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Hhak.

5. Pihak yang mengalami keadaan tersebut sebagimana dimaksud pada ayat 1

harus memberitatrukan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3O
hari kalender sejak terjadinya Fore Majeure yang membuktikan dengan
keterangan dari Pihak yang berwenang.

(2t
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Pasal 8
PEMBERITATIUAN DAN KORESPONDEI{SI

(1) Setiap pemberitahuan dan korespodensi terkait pelaksanaan Perjanjian ini
harus dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA:

PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR
Jl. Siliwangr No 121, Kota Bogor L6142
Telepon : (O251) 8324llt

PIHAK KEDUA:

Forum Konumikasi Pelanggan Aii Minum Perusahaan Umum Daerah
(Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor
Jalan Pandawa Raya Ruko No. 22 Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor
Utara Kota Bogor

hsal 9

AMANDEMEIT

(1) Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan
tertulis dari Pihak lainnya.

(2) Apabila masih terdapat hal-hal yang diperhrkan sehubungan pelaksanaan
Perjanjian ini tetapi belum diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka
PARA PIIIAK sepakat untuk menuangkannya ke dalm suatu
addendum/amandemen terhadap dan merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 1O

PEITYELESAIAIT PERSELISIIIN{

(4) Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjianini, ,
PARA PIIIAI( sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu melalui
musyawarah dan mufakat.

(5) Apabila penyelesaian perselisihan melalu musyawarah dan mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAI(
sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase.
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Pasal 11

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini
akan diatur lebih lanjut melalui surat rnen5rurat berdasarkan kesepakatan PARA
PIIIAK yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAI( pada hari,
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas serta dibuat dalam
rangka 2 (dua) bermatera icukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

PIIIAK KEDUA

d
DIREKTI'R UTAUA PERIruDA
TIRTA PAI(UAIT KOTA BO(X)R

i 4/' ?ara: I

KOMI,I{IKASI

PAI(I'AN K TA B(XX}R




